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Abstrak

Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu unsur penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, banyak aparatur di tingkat nagari masih
menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan standar pelayanan tersebut, termasuk di Nagari
Painan Selatan Painan. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada aparatur Nagari
Painan Selatan Painan Sumatera Barat agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan
pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Pelatihan ini meliputi peningkatan pemahaman
terhadap prinsip-prinsip tata kelola pelayanan publik, pengelolaan informasi secara terbuka, serta
penerapan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan. Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan
pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, serta adanya
perbaikan dalam pengelolaan pelayanan publik di Nagari Painan Selatan Painan.

Kata kunci: Pelatihan, Tata Kelola, Pelayanan Publik, Transparan Dan Akuntabel, Aparatur

Abstract

Transparent and accountable public services are an important element in realizing good governance.
However, many officials at the nagari level still face various obstacles in realizing these service
standards, including in Nagari Painan Selatan Painan. This service aims to provide training to the
apparatus of Nagari Painan Selatan Painan, West Sumatra so that they can increase their capacity in
providing more transparent and accountable public services. This training includes increasing
understanding of the principles of public service governance, managing information openly, and
implementing accountability in every service process. The results of the training show an increase in
the understanding and ability of officials to apply these principles, as well as improvements in the
management of public services in Nagari Painan Selatan Painan.
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PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani kepentingan publik (Srisadono,
2018). Di Indonesia, pelayanan publik mencakup berbagai bidang seperti administrasi kependudukan,
kesehatan, pendidikan, hingga perizinan (Febri Dwi Ramayanti et al., 2022). Kualitas pelayanan
publik yang baik tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan sistem yang ada, tetapi juga pada tata
kelola yang dilakukan oleh aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraannya (Adhy Yulianto &
Harsoyo Harsoyo, 2023). Pelayanan publik yang baik menjadi syarat mutlak dalam tata kelola
pemerintahan yang efektif, di mana pemerintah sebagai penyedia layanan berkewajiban memberikan
pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat (Hantono et al., 2018). Hal ini
disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip
transparansi dan akuntabilitas (Alhdar et al., 2023). Selain itu, aparatur sering kali menghadapi
kendala teknis dan administratif dalam menyediakan layanan yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan yang
berfokus pada tata kelola pelayanan publik yang lebih baik (Cahyono et al., 2024). Pelatihan ini
bertujuan agar aparatur mampu memberikan layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat,
meningkatkan partisipasi publik, dan mengurangi potensi korupsi (Sururi, 2016);(Supratini et al.,
2020).
Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik,
aparatur nagari dituntut untuk lebih profesional dan responsif dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan
tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel bagi aparatur Nagari Painan Selatan
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Painan Sumatera Barat diadakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur
dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara lebih efisien, responsif, dan bertanggung jawab
(Hariyana, 2022);(Nugroho, 2006).

Nagari Painan Selatan Painan, sebagai salah satu nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera
Barat, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.
Namun, tantangan yang dihadapi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik sering kali
terkait dengan rendahnya pemahaman akan tata kelola yang baik, kurangnya keterampilan dalam
menggunakan teknologi, serta lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Ainun
Nafisah & Siti Marwiyah, 2022). Di samping itu, Nagari Painan Selatan Painan, masih terdapat
beberapa masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya adalah keterlambatan dalam
pemrosesan administrasi, kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta kurangnya
pemahaman aparatur mengenai pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan (Yovinus,
2018). Aparatur nagari sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif dalam menyediakan
layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah nagari (Wardani, 2019).

Kondisi ini mendorong perlunya upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur nagari melalui
pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan (Abidin & Sabirin, 2021). Pelatihan ini dirancang
untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola pelayanan publik yang baik,
sekaligus memberikan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip
tersebut dalam konteks pelayanan di nagari (Taufik & Warsono, 2020).

METODE
Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pelatihan berbasis partisipatif,
yang terdiri atas beberapa tahapan (Irmawati et al., 2022):

1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Kegiatan ini diawali dengan analisis kebutuhan pelatihan
bagi aparatur Nagari Painan Selatan, termasuk survei dan wawancara mengenai pemahaman
mereka terhadap tata kelola pelayanan publik.

2. Pelatihan Teoritis: Aparatur diberikan materi tentang tata kelola pelayanan publik yang baik,
mencakup transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.

3. Pelatihan Praktis: Peserta diajak untuk mempraktikkan secara langsung penyusunan dan
implementasi standar pelayanan yang transparan, pengelolaan keluhan masyarakat, serta
pelaporan akuntabilitas.

4. Evaluasi dan Monitoring: Setelah pelatihan, dilakukan evaluasi terhadap pemahaman dan
keterampilan aparatur serta monitoring implementasi di lapangan.

5. Pendampingan: Aparatur diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala-kendala yang
muncul selama proses implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan
keterampilan aparatur Nagari Painan Selatan Painan Sumatera Barat terkait tata kelola pelayanan
publik. Sebagian besar peserta melaporkan bahwa mereka mampu menerapkan prinsip transparansi
dalam penyediaan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses
pengambilan keputusan (Natika, 2024). Selain itu, terjadi peningkatan dalam kualitas interaksi antara
aparatur dan masyarakat, dengan adanya respons yang lebih cepat dan lebih terbuka terhadap
kebutuhan dan keluhan masyarakat (Fakhrurrazi et al., 2023).
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Gambar 1. Pelatihan Pelayanan Publik
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Implementasi sistem pengelolaan keluhan berbasis digital juga berhasil diterapkan, meskipun
masih memerlukan penyesuaian di beberapa aspek teknis (Nababan, 2020). Program ini berhasil
menjadi model pengembangan kapasitas aparatur di tingkat nagari yang dapat direplikasi di wilayah
lain.

Pelatihan ini menghasilkan beberapa pencapaian yang signifikan, antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman Aparatur tentang Tata Kelola Pelayanan Publik Setelah mengikuti
pelatihan, aparatur Nagari Painan Selatan Painan Sumatera Barat menunjukkan peningkatan
yang signifikan dalam pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam pelayanan publik. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang menunjukkan
bahwa lebih dari 80% peserta dapat menjelaskan dengan baik konsep-konsep dasar tata kelola
pelayanan publik yang baik, serta mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan
untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan nagari.

2. Penerapan Standar Pelayanan Publik Salah satu hasil konkret dari pelatihan ini adalah adanya
peningkatan dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik di Nagari Painan
Selatan Painan. Aparatur nagari kini memiliki panduan yang lebih jelas mengenai prosedur
pelayanan yang harus dijalankan, termasuk waktu penyelesaian pelayanan, biaya yang
dibutuhkan, serta hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
Standar ini juga dipublikasikan secara terbuka melalui papan pengumuman di kantor nagari
dan media digital, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait dengan lebih
mudah.

3. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Penggunaan teknologi informasi
juga mengalami peningkatan setelah pelatihan. Aparatur nagari mulai memanfaatkan sistem
informasi untuk mengelola data pelayanan secara lebih terorganisir, serta menyediakan akses
informasi publik melalui situs web nagari. Selain itu, sistem pengelolaan keluhan berbasis
digital mulai diterapkan, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan
mereka secara online, dan aparatur dapat memantau serta menindaklanjuti keluhan tersebut
dengan lebih cepat dan transparan.

4. Peningkatan Responsivitas terhadap Keluhan Masyarakat Sebelum pelatihan, banyak
masyarakat mengeluhkan lambatnya respons aparatur terhadap keluhan atau permintaan
mereka. Namun, setelah pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal responsivitas
aparatur nagari terhadap kebutuhan masyarakat. Aparatur menjadi lebih proaktif dalam
menangani keluhan, dengan menetapkan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang lebih
transparan dan akuntabel. Masyarakat juga merasakan adanya perbaikan dalam kualitas
pelayanan, baik dari segi kecepatan maupun keterbukaan informasi.

5. Peningkatan Akuntabilitas dalam Pelaporan Kinerja Pelatihan ini juga berhasil meningkatkan
akuntabilitas aparatur nagari dalam pelaporan kinerja. Setelah pelatihan, aparatur lebih disiplin
dalam  membuat laporan terkait pelaksanaan tugas pelayanan publik dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada pimpinan maupun kepada masyarakat.
Laporan tersebut kini disusun secara lebih sistematis, menggunakan data yang valid, serta
dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk transparansi.

SIMPULAN

Pelatihan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel bagi aparatur Nagari
Painan Selatan Painan Sumatera Barat ini telah memberikan dampak positif terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan
aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pelayanan publik di Nagari Painan
Selatan Painan Sumatera Barat kini menjadi lebih Baik.
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